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ABSTRAK 

Salmin Loilatu, Pembimbing I: Syah Awaluddin Uar, MH Pembimbing II:  Anwar 

La Teni, MH Judul Skripsi: Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Menurut UU Nomor 4 Tahun 2014 (Di Desa Selasi Kecamatan 

Ambalau Kabupaten Buru Selatan. 

Dana desa dipriorotaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahtreraan 

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan 

kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dikelolah secara swakelolah 

dengan menggunakan sumber daya lokal dan diupayakan dengan lebih banyak 

menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui dan memahami 

proses-proses pengelolaan dana desa di Desa Selasi dalam rangka 

memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. 2.) Untuk mengetahui persepsi 

masyarakat tentang pengelolaan dana desa dalam memberdayakan ekonomi 

masayarakat. 

Adapun metode penelitian ini, merupakan penelitian lapangan, yang 

bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun 

data tentang sistem pengelolaan dana desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. 

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam 

pengolahan data dilakukan melalui, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Berdadarkan hasil pengempulan data yang diperoleh dari proses penelitian 

selama di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa 1). Pengelolaan pengelolaan 

dana desa di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan sebesar 

Rp Rp.1.287.499.000,- telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 

222 tahun 2020. Mulai dari aspek perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, 

ketatausahaan dan laporan serta aspek pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai 

aturan. 2). Pemanfaatan dana desa di Desa Selasiih terhadap pemberdayaan 

ekonomi masyarakat lebih mengedepankan kesejahteraan warga melalui program 

penyaluran sarana dan prasarana untuk meningkatkan penghasilan wargaanya 

melalui penyaluran modal usaha, alat melaut dan bibit pertanian. 

Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada 

sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti 

keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) pada awalnya merupakan organisasi 

komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah 

penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah 

yang disebut dengan self-governing community. Sebutan desa sebagai kesatuan 

masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial Belanda.1 

Dana Desa ialah sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari 

pemerintah, berasal dari anggaran pendapatan serta belanja negara yang ialah 

sumber dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah. Dana ini diberikan 

serta dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Dana 

desa juga disalurkan pemerintah pusat melalui daerah kabupaten, sumber 

pendapatan salah satunya dari bantuan. Dimana bantuan tersebut menjadi salah 

 
1 Mashuri Mashab, Dalam Huda ni’Matul, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, 

Malang, 2015, hlm. 33 

1 
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satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahun. Pemberian dana desa 

yang bersumber APBN ialah wujud pengakuan Negara terhadap kesatuan 

masyarakat hukum yang berwenang mengatur serta mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan, hak asal 

usul dan hak tradisional. Disamping itu, pemberian dana Desa juga dimaksudkan 

untuk mendukung meningkatkannya kesejahteraan masyarakat serta pemerataan 

pembangunan, serta komitmen pemerintah untuk secara serius memperkuat 

pelaksanaa otonomi daerah serta desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari 

implementasi nawacita, khusunya cita ketiga, yakni membangun Indonesia dari 

pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah serta Desa dalam kerangka 

NKRI. 

 Sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

(selanjutnya ditulis UU DESA), yang ditindak lanjuti dengan terbitnya PP Nomor 

43 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, 

dinyatakan bahwa tugas penataan Desa serta pemantauan serta pengawasan 

pembangunan Desa serta pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan 

Desa, instansi pemerintahan provinsi serta pemerintah memiliki tugas serta 

fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatanya. Desa memiliki kewenangan 

untuk mengatur serta mengurus pemerintahnya sendiri sesuai perundangan.2 

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 

 
2 Dadang kurnia,’petunjuk pelaksanaan bimbingan serta konsultasi pengelolaan keuangan 

Desa’, Beserta Pengawasan Keuangan Serta Pembangunan 
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kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus Dan 

menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 

Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya 

disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

yang ditetapkan dengan Peraturan Desa3 

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan 

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.4 

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen 

negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, 

mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam 

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, 

makmur dan sejahtera. 

Upaya pemerintah Indonesia yang terus mengupayakan peningkatan 

anggaran pembangunan di desa di maksudkan agar laju pembangunan Desa dan 

Kota semakin seimbang. Dengan dikeluarkannya UU RI No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa membawa angin segar tersendiri bagi desa, selain diakuinya 

kedudukan desa dalam struktur ketetanegaraan Indonesia juga memberikan 

 
3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 Butir 

(12) 
4 Arif Purbantara Mujianto Pemberdayaan Masyarakat Desa 
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kemandirian desa dalam mengelola dan menguru rumah tangganya sendiri, 

termasuk kewenagan untuk melakukan keputusan yang bersifat lokal berdasarkan 

kearifan lokal yang dimiliki.5 

a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, 

melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat 

setempat; 

b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan 

untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan 

kehidupan  

c. bagi warga masyarakat. 

d. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, 

energi, layanan dasar dll; 

Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan 

pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta 

menghasilkan pendpatan asli desa dalam jumlah yang memadai.6 

Dana desa tersebut bertujuan untuk memberikan/meningkatkan pelayanan 

publik memberantaskan kesenjangan antar desa, memperkuat masyarakat desa 

sebagai  kukan pembangunan desa scara mandiri sesuai dengan potensi masing-

masing desa sebagai sarana dari pemerintah sebagai penunjang peningkatan untuk 

pembangunan dan pemberdayaan desa. 

 
5 Nasarudin Umar, Pola Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Tahun 2015, H 31 
6 Chabib Sholeh Heru Rochansjah, Penglolaan Keuangan Desa, Bandung: FOKUS MEDIA, 2015, 

h. 
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Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya 

kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagian 

stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran 

pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemrintah adalah unit 

pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga 

yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Masyarakat Desa. 

 (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk 

mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan 

partisipasi swadya gotonong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. 

Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program 

pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan 

peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan 

dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan. 

Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan 

fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya: 

1. Membina kehidupan masyarakat desa. 

2. Membina ekonomi desa. 

3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 



6 
 

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat 

untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, 

masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan 

kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan 

masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Pembangunan desa dengan 

pemberdayaan masyarakat langsunung memiliki hasil yang lebih efektif dan 

efesiensi dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenagga 

proyek ataupun pekerja dari desa lain.7 

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa 

akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah 

untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan 

dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang di butuhkan 

masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan 

adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit 

masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini 

berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas 

SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakt atas pengelolaan anggaran pendapatan 

dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh 

masyarakat tidak dapat maksimal.8 

Adapun permasalahan mengenai pengelolaan dana desa di desa selasi 

dilakukan tidak singnifikan atau tidak dilakukan pada pembangunan desa secara 

menyeluruh namun masih ada pengelolaan secara tertutup sehingga dana desa 

 
7 Damit (Rahayu) Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
8 PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara , Pasal 11 ayat (2) 
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yang diperoleh tidak dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat, sehingga 

pembangunan di desa selasi masih sangat minim. Banyak program yang di 

rancang oleh pemerintah desa namun program-program tersebut tidak dlakukan 

secara keseluruhan tetapi ada program yang diabaikan saja padahal program-

program itu sudah di anggarakan namun kini tidak terlaksana dan anehnya lagi 

pemerintah desa melakukan pelaporan anggaran desa namun anggaran itu tidak 

jelas dikemanakan anggaran itu. 

 Namun anggaran tersebut sudah diatur dalam permendagri NO 20 tahun 

2018 tentang tugas bendahara adalah bertanggung jawab melakukan pencatatan 

setiap akhir bulan secara tertib, mempertanggung jawabkan uang, menyampaikan 

laporan pertanggung jawaban setiap bulanya. Dan dalam kegiatan pengelolaan 

keuangan bendahara bertugas bersama kaur keuangan. 

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksanaya 

pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam 

upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, 

diharapkan, agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, 

pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi 

lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Namun, pengelolaan dana 

desa Desa Selasi dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat belum dapat 

terwujud karena pemerintah desa masih terfokus dalam pembangunan 

infrastruktur desa. 

Secara umum jumlah penduduk yang bermukim di Desa Selasi sebanyak 

903 orang. Tergolong dari 200 Kepala Keluarga dengan kategori jumlah laki-laki 
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sebanyak 500 jiwa dan perempuan 403 jiwa. Nilai presentasi masing-masing 

kategori yaitu 51% laki-laki dan 49% perempuan. Hasil perhitungan ini 

memberikan gambaran secara umum bahwa penduduk kelompok laki-laki lebih 

banyak dibandingkan penduduk perempuan, perbedaan antara penduduk yang ada 

di Desa Selasi antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitan dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Menurut Uu Nomor 6 Tahun 2014   (Di Desa Selasi Kecamatan 

Ambalau Kabupaten Buru Selatan) 

”. Dikarenakan masyarakat masih banyak yang membutuhkan bantuan dari 

pemerintah desa dalam segi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat 

kedepannya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Selasi Kecamatan Ambalau 

dalam memberdayakan masyarakat? 

2. Bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di 

Desa Selasi Kecamatan Ambalau? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan memahami proses proses pengelolaan dana 

desa di Desa Selasi dalam rangka memberdayakan ekonomi 

masyarakat setempat. 
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b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pengelolaan dana 

desa dalam memberdayakan ekonomi masayarakat. 

2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan 

yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat 

baik itu kontribusi teoritis, kontribusi praktik, manfaat bagi pembaca maupun 

manfaat bagi peneliti sendiri yaitu: 

a. Manfaat teoritis  

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih dalam memahami pengelolaan permendagi No 20 Tahun 2018 

pada desa Di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan. 

b. Manfaat Praktisi  

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi desa dalam 

hal pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan desa dalam perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, 

APBDesa. 

D. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka perlu 

adanya definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional 

adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian 

yang terdiri atas: 

1. Pengertian Pengelolaan 
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Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga 

menjadi baik berarti memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. 

Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai usaha untuk melakukan sesuatu 

agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. 

Menurut Nugroho (2003:119) dalam kutipan Mubarak (2020) 

mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam 

ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata 

kelolah.9 (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau 

menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan 

dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan 

tertentu yang ingin dicapai. Selanjutnya menurut Admosudirjo (2005:160) 

dalam kutipan Mubarak (2020) mendefinisikan bahwa pengelolaan adalah 

pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut 

suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. 

Lebih lanjut Moekijat (2000:1) dalam kutipan Mubarak (2020) 

mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang 

terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan 

yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara 

menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, 

pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, 

 
9 Mubarak, Fakhmy A. Md. Analisis Pengelolaan Dana Pada Kegiatan Pengembangan 

Usaha 2020 
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mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. 

2. Dana Desa 

Dana desa merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN dan 

digunakan oleh pemerintah desa di Indonesia. Prioritas penggunaan dana 

desa untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, implementasi 

pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Anwar, 

2020). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa 

dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel 

(Wasistiona, dkk. 2020). 

Program Dana desa merupakan satu diantara lain adalah pemerintah 

membangun desa dan mengurangi ketimpangan yang sudah berada pada 

jalur tepat. Pengertian dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang 

diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah, jumlah yang diterima paling 

sedikit adalah 10%. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara 

konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, 

sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta 
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evaluasi yang jelas dan berdasarkan prinsip. Kemudian segala bentuk 

laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pemberian dana desa oleh pemerintah dimaksudkan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga 

diharapkan kepada pihak pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola 

dana tersebut seperti kepala desa hendaknya melaksanakan tugas secara 

bertanggung jawab, transparan dengan melibatkan seluruh elemen 

masyarakat yang ada sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan 

dengan baik serta mendapat dukungan dari masyarakat. Sungguhpun 

demikian apa yang diharapkan pemerintah untuk memperbaiki atau 

meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat tidak selamanya 

dapat tercapai dalam hal ini dikarenakan berbagai hal yang menjadi kendala 

dalam pemanfaatan dana desa (Sarefe, dkk, 2020).10 

Berdasarkan Peraturan Kemekeu Nomor 49 Tahun 2016 tentang “cara 

pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana 

Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 

(Sunardi, dkk, 2020). 

E. Sistematika Penulisan 

 
10 Sarefe, Metusala, Masje Pangkey, And Alden Laloma. “Efektifitas Pengelolaan Dana 

Desa Jurnal Administrasi Publik 6.98 (2020). 
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Sistemaika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling 

berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Bab pertama tentang pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar 

belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua berisi kajian pustaka yang menguraikan tinjauan umum tentang 

dana desa, 

Bab ketiga menguraikan metodologi penelitian yang menjelaskan jenis dan 

tipe penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan 

data, Teknik pengelolaan dan analisis data. 

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan 

tentang pengelolaan dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa 

Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan 

Bab kelima tentang penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan 

saran. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dengan 

pendekatan kualitatif dan Cave Study, Penelitian lapangan adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 

sekarang dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, atau masyarakat.33 

Adapun penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa dalam 

Memberdayakan Ekonomi Masyarakat’’ studi kasus di Desa Selasi Kecamatan 

Ambalau Kabupaten Buru Selatan. 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Selasi Kecamatan Ambalau 

Kabupaten Buru Selatan, pemelihan objek dilakukan dengan pertimbangan, 

karena desa selasi adalah desa penulis sendiri dan penulis ingin mengetahui 

bagaimana cara pengelolaan anggaran dana desa. 

C. Informan Penelitian 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi Masyarakat, 

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Pemasyarakatan Desa dan 

perwakilan tokoh masyarakat. 

D. Sumber data 

Dalam penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan adalah.34 

 
33 Dety Aryani Relubun Dan Muhammad H Holle,Fenomena Kinerja Industri Perbangkan 

Syariah Di Maluku, Jurnal Bisnis Manajemen Dan Informatika (Jbmi)  
34Soejono Soekanto, Penelitian Hukum, ( Cet 13, Yogyakarta UII Press, 1986), h. 10. 

28 
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a. Data primer yaitu data yang diterima atau diperoleh langsung dari 

sumbernya, baik dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi 

dengan informan mengenai pengelolaan Dana Desa dalam 

Memberdayakan Ekonomi Masyarakat’’ studi kasus di Desa Selasi 

Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan. 

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, tesis, skripsi, disertasi, jurnal, undang-undang dan 

laporan yang berisi informasi tertulis yang tentunya ada hubungan 

dengan judul peneliti. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Penggunaan metode observasi atau pengamatan merupakan suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap lokasi yang akan diteliti. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih 

guna untuk mendapatkan informasi, dimana salah satu pihak memberikan 

pertanyaan dan pihak lain memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

disajikan.35 Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 

Masyarakat, Kepala Desa Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan 

Pemasyarakatan Desa dan Staf Desa Selasi tentang pengelolaan dana desa. 

 

 
35Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek, (Jakarta: RinekaCipta, 

1992), h. 231 
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3. Dokumentasi  

Sestelah melakukan wawancara maka peneliti melakukan 

dokumentasi sebagai alat bukti autentik baik berupa dokumen atau surat-

surat yang dihasilkan dari lokasi peneitian maupun dokumentasi peneliti 

saat melakukan proses wawancara.36. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data 

tersebut dianalisis sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Bentuk tehnik dalam 

analisis ini adalah sebagai berikut. Data kualitatif dalam hal ini berupa kata-kata, 

sehingga laporan penelitian berupa kutipan-kutipan data untuk memberikan 

penyajian yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta 

beberapa catatan lapangan. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan yaitu  reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. 

Mengenai tiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut37 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36Sapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 

h. 53 
37 Naufal Abdi Hana 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bersadarkan hasil pengempulan data yang diperoleh dari proses penelitian 

selama di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten 

Buru Selatan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan pengelolaan dana desa di Desa Selasi Kecamatan 

Ambalau Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp Rp.1.287.499.000,- telah 

sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 222 tahun 2020. 

Mulai dari aspek perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, 

ketatausahaan dan laporan serta aspek pertanggungjawaban 

dilaksanakan sesuai aturan. 

2. Pemanfaatan dana desa di Desa Selasiih terhadap pemberdayaan 

ekonomi masyarakat lebih mengedepankan kesejahteraan warga 

melalui program penyaluran sarana dan prasarana untuk meningkatkan 

penghasilan wargaanya melalui penyaluran modal usaha, alat melaut 

dan bibit pertanian. 

B. Saran  

1. Untuk pemerintah Desa Selasi agar lebih mengedepankan 

pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, sarana pendidikan 

mempertahankan penyaluran sarana dan prasarana penunjang usaha 

masyarakat.  

65 
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2. Kepada masyarakat Desa Selasi untuk selalu mengusulkan program 

penunjang kesejahteraan dalam musayawarah desa serta menjaga dan 

mempergunakan dana desa yang sudah diberikan dari pemerintah desa 

dengan sebaik-baiknya. 

3. Perlu adanya penelitiaan lanjutan tentang pengelolaan dana desa 

dengan sudut pandang yang berbeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abidin, M. Z. 2015. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam 

Mendukung Kebijakan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. 

h 13 

A.Md. 2020. Analisis Pengelolaan Dana Pada Kegiatan Pengembangan 

Usaha2020  

Arif Purbantara Mujianto. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Aziz, N. L. L. 2016.  Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian 

Politik, h. 51 

Damit (Rahayu). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Gary Jonathan, Daud Liandoohny Lengkong. 2017. Efektivitas Penggunaan Dana 

Desa Dalam Peningkatan Pembangunan. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, 

edisi maret 2017. h 5 

Harahap, R.H. & Nasutian, M.A. 2018. Pengelolaan Dana Desa Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 

(1): 146-154. 

Indrianasari, N. T. 2018. Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana 

Desa. Asset 

Koisin, E., & Lalamafu, F. M. 2021. Sistem Komputer Dalam Pelaporan 

Penggunaan Dana Desa. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia,  1(2), 89-96. 

Kurnia, Dadang. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Serta Konsultasi Pengelolaan 

Keuangan Desa, Beserta Pengawasan Keuangan Serta Pembangunan. 

Mubarak, Fakhmy Ambar Teguh Sulistiani. 2004.  Kemitraan Dan Model-Model 

Mashab, Mashuri. 2015. Dalam Huda ni’Matul, Hukum Pemerintahan Desa, 

Setara Press, Malang,  hlm. 33 

Nasarudin Umar. 2015.  Pola Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Tahun 2015, 

h. 31 

Oos M. Anwas. 2014. Pemberdayaan Masyarakat d Era, Global. Bandung, 

Alfabeta, h.48 

Pemberdayaan. Yogyakarta:Gava Media. h. 78. 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 

Butir (12) 



68 
 

PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara , Pasal 11 ayat (2)  

Rochansjah, Chabib Sholeh Heru. 2015. Penglolaan Keuangan Desa. Bandung: 

FOKUS MEDIA. 

Saibani A. 2014. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta, 

Media Pustaka. h. 4 

Sarefe, Metusala, Masje Pangkey, And Alden Laloma. 2020. Efektifitas 

Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Administrasi Publik 6.98  

Siswadi Sululing. 2018. Sosialisasi Model Pengelolaan Keuangan Desa. Jmm-

Jurnal Masyarakat Merdeka 

Soejono Soekanto. 1986. Penelitian Hukum. Cet 13, Yogyakarta UII Press, h. 10. 

 

Triyono Aris. 2018. Pengaruh Lokasi Dana Desa Serta Program Pembangunan 

Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jurnal Manajemen Serta 

Bisnis  

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaraan Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaraan 2013. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



69 
 

LAMPIRAN I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Kepala Desa Selasi, Kecamatan Ambalau, Buru Selatan, Bapak Safrin 

Lesilawang tentang pengelolaan dana desa. 

Wawancara dengan Sekretaris Desa Selasi, Bapak M. Nur Lesilawang tentang pengelolaan 

dana desa. 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Bendaraha Desa Selasi, Ibu Sarbanun Loilatu tentang pengelolaan dana 

desa. 

Wawancara dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Desa Selasi, Basir Loilatu 

tentang pengelolaan dana desa. 
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